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BAB.I  

1 PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perkembangan pembangunan pada saat ini luar biasa maju.  Hal  ini 

ditandai dengan berkembangnya teknologi dan komunikasi didunia 

sehingga jarak antar kota, pulau, negara bahkan dunia seakan tiada lagi. 

Saat ini dengan memanfaatkan teknologi yang ada, manusia bisa 

berkomunikasi dan berinteraksi satu sama lain dari seluruh penjuru dunia. 

Dengan berkembangnya teknologi transportasi dan komunikasi maka 

dunia seakan berada di depan mata sehingga jarak, ruang dan waktu 

semakin relatif dan mudah untuk diakses.  

Hal ini bisa menimbulkan persaingan global dan perdagangan bebas 

yang akan berpengaruh pada perekonomian dunia dan pembangunan 

nasional yang akan datang. Perekonomian nasional akan menjadi lebih 

terbuka dan akan langsung berpengaruh terhadap perkembangan 

pembangunan di Indonesia pada umumnya dan juga pembangunan 

disetiap daerah. Keadaan ini membuat setiap daerah di Indonesia harus 

siap menghadapi gejolak yang ditimbulkan oleh perkembangan 

pembangunan yang begitu pesat ini.  

Dengan adanya perkembangan ini maka Pemerintah Indonesia 

melakukan berbagai usaha agar daerah – daerah yang berada di 

Indonesia dapat mempersiapkan diri menghadapi persaingan global dan 

perdagangan bebas. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah 
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Indonesia adalah dengan menetapkan 4 (empat) Pilar Pembangunan 

Indonesia 20145 yang menjadi acuan dalam mencapai kemajuan 

pembangunan jangka panjang nasional Indonesia, yaitu : 1). 

Pengembangan Manusia dan Penguasaan Sains dan Teknologi, 2). 

Pengembangan Ekonomi Berkelanjutan, 3). Pemerataan Pembangunan, 

dan 4). Memperkuat Ketahanan dan Pemerintahan Nasional, 

(RPJP,Bappenas,2018). 

Salah satu tujuan dari pembangunan adalah kesejahteraan rakyat 

yang meliputi pemerataan hasil pembangunan, perkembangan wilayah 

dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Perkembangan wilayah dan 

tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi tanpa disertai dengan 

pemerataan pembangunan bisa menciptakan perekonomian yang lemah 

dengan eksploitasi sumber daya manusia yang cukup besar. Sehingga 

dibutuhkan keselarasan dan keseimbangan laju pertumbuhan antar 

wilayah agar tercipta pembangunan yang merata dan berkelanjutan 

(suistainable). 

Perkembangan pembangunan di daerah tertuang dalam Undang-

Undang No.32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan revisinya 

Undang-Undang No.23 Tahun 2014 bahwa setiap wilayah diberikan 

wewenang untuk mengembangkan daerah serta menggali sendiri potensi 

yang ada didaerahnya. Dengan adanya undang -  undang ini maka 

diharapkan pembangunan disetiap daerah dapat tepat sasaran. 
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Salah satu faktor utama dalam menentukan perkembangan wilayah 

adalah ketersediaan infrastruktur seperti sarana dan prasarana serta 

sistem jaringan jalan. Dengan adanya sistem jaringan jalan dalam suatu 

wilayah membuat interaksi dan mobilitas antar masyarakat semakin 

meningkat sehingga dapat mempengaruhi nilai aksesibilitas dalam wilayah 

tersebut. Dimana aksesibilitas yang dimaksud disini adalah suatu keadaan 

atau kemampuan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik 

secara langsung maupun tidak langsung. (Sumadi,dkk 2015). 

Kabupaten Pinrang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi 

Sulawesi Selatan yang memiliki luas wilayah 1.961,77 Km² yang secara 

administratif terbagi menjadi 12 kecamatan merupakan wilayah yang 

cukup luas dengan wilayah pesisir seluas 1.457,19 Km² dan garis pantai 

yang cukup panjang yakni sekitar 101 km membuat potensi sumber daya 

alam di Kabupaten Pinrang cukup baik dikembangkan bagi kesejahteraan 

rakyat. Salah satu yang menarik dari Kabupaten Pinrang adalah karena 

kabupaten ini memiliki dataran tinggi dan dataran rendah yang sangat baik 

bagi perkembangan komoditi pertanian, perkebunan, peternakan dan 

perikanan. Ditunjang dengan sumber daya air yang melimpah dan curah 

hujan yang cukup tinggi membuat Kabupaten Pinrang menjadi salah satu 

sentra pengembangan agroindustri di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Akan tetapi dengan kondisi wilayah Kabupaten Pinrang yang sangat 

luas dengan topografi yang berbeda dan keberagaman sumberdaya alam 

serta sumberdaya manusia seperti ini bisa menimbulkan 
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ketidakseimbangan dan kesenjangan perkembangan wilayah antar 

kecamatan.  

Di Kabupaten Pinrang misalnya ada beberapa desa di kecamatan 

yang jaraknya jauh dari ibu kota kabupaten seperti salah satu desa di 

Kecamatan Batulappa yang berjarak 25 km dari ibu kota kabupaten dan 

beberapa desa di Kecamatan Lembang yang jarak antara  ibu kota 

kabupaten dan ibu kota kecamatan mencapai 35 km bahkan lebih untuk 

beberapa desanya sehingga akses yang berhubungan dengan ibu kota 

kabupaten sangatlah jauh. Bahkan di kecamatan ini ada beberapa desa 

yang jalannya hanya bisa diakses dengan kendaraan roda dua karena 

kondisi topografinya yang berada diatas gunung dimana ketinggian 

wilayahnya berada diantara 2 – 1.908 mdpl untuk Kecamatan Lembang 

dan 20 – 1.007 mdpl untuk Kecamatan Batulappa. Padahal kecamatan 

tersebut memiliki potensi lahan dan  sumber daya alam yang sangat besar 

khususnya di bidang pertanian dan perkebunan. 

Dengan kondisi daerah seperti ini yaitu ada beberapa kecamatan 

yang letaknya jauh dari ibu kota kabupaten  membuat Pemerintah 

Kabupaten Pinrang menyiapkan segala sarana dan prasarana untuk 

menunjang kesejahteraan dan perkembangan pembangunan dikecamatan 

tersebut seperti pembangunan fasilitas pemerintahan, pendidikan, 

kesehatan dan perdagangan. Dengan adanya pembangunan didaerah 

tersebut diharapkan agar akses masyarakat terhadap segala fasilitas 
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dapat terpenuhi sehingga palayanan kepada masyarakat dapat berjalan 

dengan baik dan kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. 

Oleh karena itu dalam RPJMD 2014 – 2019 Kabupaten Pinrang, 

arah pembangunan dan struktur ruang wilayah Kabupaten Pinrang secara 

umum diarahkan untuk mendukung pemerataan pembangunan wilayah 

serta meningkatkan intensitas dan aktivitas ekonomi masyarakat dalam 

suatu wilayah. Sehingga pengembangan pembangunannya perlu 

didukung oleh berbagai sistem prasarana wilayah yang terhubung secara 

nasional dan regional.  

Pengembangan sistem sarana dan prasarana wilayah dilakukan 

secara bertahap dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan 

pengembangan serta potensi yang ada didaerah tersebut. Sistem ini 

sangat diperlukan oleh daerah untuk mendorong kegiatan ekonomi 

masyarakat  serta meningkatkan aksesibilitas wilayah, khususnya antar 

pusat kegiatan dengan wilayah pendukungnya sehingga aktivitas ekonomi 

di masing - masing satuan wilayah dapat berkembang dan saling 

menopang satu sama lain. 

Adanya sinergitas antara pusat wilayah dengan wilayah penopang 

atau hinterland seperti  hubungan antara kawasan perdesaan, kawasan 

perkotaan dan wilayah potensial mampu mendorong interaksi simbiosis 

mutualistis antar pusat pertumbuhan. Sehingga terdapat dua pola  dalam 

mengembangkan sistem sarana dan prasarana wilayah yang mampu 

mendukung struktur ruang dalam jangka panjang,  yaitu : pertama;  
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peningkatan sarana dan prasarana wilayah untuk menjalani tingkat 

kebutuhan saat ini, dan kedua; peningkatan sarana dan prasarana wilayah 

untuk mendukung pemerataan pembangunan antar wilayah di Kabupaten 

Pinrang melalui peningkatan aksesibilitas antar kawasan perkotaan dan 

pedesaan maupun antar pusat – pusat kegiatan wilayah. (RPJMD 2014 – 

2019). 

Sesuai dengan RPJMD 2014 – 2019 Kabupaten Pinrang, yaitu 

perkembangan pembangunan wilayah yang bersinergi secara lokal, 

regional dan nasional diarahkan untuk mencapai sistem jaringan 

prasarana wilayah dengan perencanaan sistem transportasi. Secara lokal, 

arahan perencanaan sistem transportasi adalah sebagai berikut : 

1. Mengatasi masalah pada sistem pergerakan dan kegiatan 

masyarakat, terutama mengenai kemacetan yang sering terjadi pada 

titik simpul jalan. 

2. Membenahi sistem jaringan jalan dan sistem pergerakan masyarakat 

untuk memperlancar aksesibilitas antar kecamatan di Kabupaten 

Pinrang. 

3. Mengantisipasi travel demand akibat pertambahan jumlah penduduk 

dan faktor lainnya melalui pengembangan kuantitas dan kualitas jalan.  

4. Mendukung peningkatan produksi pertanian pada wilayah yang 

memiliki sumber daya alam yang potensial di daerah pedesaan 

dengan menyiapkan prasarana jalan yang memadai. 
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Kemudian pada sistem transportasi regional diarahkan untuk mencapai 

tujuan sebagai berikut :  

1. Mengantisipasi pertambahan travel demand pada perbatasan antar 

kota atau kabupaten dengan memperhatikan rute atau trayek moda 

angkutan umum. 

2. Meningkatkan kelancaran arus dan distribusi barang dan jasa dengan 

pembenahan struktur dan fungsi jaringan jalan sesuai dengan 

rencana struktur pusat permukiman dan pelayanan. Hal ini bisa 

dicapai dengan perencanaan prasarana transportasi meliputi kereta 

api, pelabuhan, bandara, dan terminal kargo. 

Dan yang terakhir,  keterikatan dengan system transportasi nasional 

diarahkan untuk mencapai tujuan sebagai berikut : 

1. Berkembangnya kegiatan ekonomi masyarakat pada jaringan jalan 

arteri atau primer dengan memanfaatkan peluang pergerakan 

masyarakat yang tinggi pada kawasan tersebut. 

2. Peningkatan akesesibilitas wilayah dengan pusat kota pinrang dengan 

wilayah sekitarnya terutama pusat perkotaan.  

Sementara itu pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pinrang dari 

tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 sangat fluktuatif dimana pada 

tahun 2014 tumbuh sebesar 8,11%, lalu pada tahun 2015 naik sebesar 

8,24%, kemudian pada tahun 2016 turun sebesar 7,44%, dan ditahun 

2017  naik lagi sebesar 7,84% kemudian pada tahun 2018 turun lagi 

menjadi 6,91%. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Pinrang 
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adalah 6.51% sedangkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di Sulawesi 

Selatan yang hanya mencapai 7,28%. Dimana pertumbuhan ekonomi 

Provinsi Sulawesi Selatan untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 

berturut-turut adalah 7,54%, 7,19%, 7,42%, 7,21% dan 7,07% seperti 

pada grafik di bawah ini. 

 

Gambar 1. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Pinrang 
dan Provinsi Sulawesi Selatan (2014-2018) 
Sumber : Pinrang dalam angka 2019 

 

Laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pinrang pada tahun 2016 

mengalami penurunan yang sangat drastis dan naik lagi di tahun 2017 

melebihi laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan 

walaupun turun lagi di tahun 2018. Hal ini didukung oleh sumberdaya dan 

daya beli masyarakat yang relatif besar. Oleh  karena itu jika segala 

kendala aksesibilitas di Kabupaten Pinrang dapat diatasi dengan baik 
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bukan tidak mungkin Kabupaten Pinrang bisa menjadi salah satu 

kabupaten yang terdepan di Provinsi Sulawesi Selatan. 

Berangkat dari fenomena tersebut membuat perkembangan wilayah 

di Kabupaten Pinrang sangat menarik untuk diteliti dan dikaji dalam upaya 

mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Dengan harapan 

bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan suatu saran strategi 

kebijakan kepada pemerintah untuk menanggulangi tingkat pengaruh 

aksesibilitas terhadap perkembangan wilayah di Kabupaten Pinrang 

sehingga pembangunan dapat berlangsung secara adil, merata dan 

berkelanjutan (Suistainable). 

B. Rumusan Masalah 

Pembangunan suatu wilayah dapat berkembang cepat apabila 

aksesibilitas wilayah didaerah tersebut baik sehingga dapat menunjang 

perkembangan pembangunan di daerah tersebut. Berangkat dari latar 

belakang tersebut dapat diteliti bahwa rumusan masalah sebagai berikut : 

 

1. Bagaimana tingkat aksesibilitas tiap kecamatan di Kabupaten 

Pinrang ? 

2. Bagaimana perkembangan wilayah disetiap kecamatan di 

Kabupaten Pinrang ? 

3. Bagaimana pengaruh tingkat aksesibilitas wilayah terhadap 

perkembangan kecamatan di Kabupaten Pinrang ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tingkat 

aksesibilitas wilayah terhadap perkembangan kecamatan di Kabupaten 

Pinrang dilihat dari sudut pandang geografis, sosial, ekonomi serta 

perencanaan kota. 

1. Menentukan tingkat aksesibilitas tiap kecamatan di Kabupaten 

Pinrang 

2. Menganalisis perkembangan wilayah disetiap kecamatan di 

kabupaten Pinrang. 

3. Menetapkan pengaruh tingkat aksesibilitas wilayah terhadap 

perkembangan kecamatan di Kabupaten Pinrang. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi yang nyata terhadap ilmu pengetahuan maupun sebagai acuan 

dalam pengambilan kebijakan. 

 

1. Pengambil Kebijakan  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi 

mengenai pengaruh dan tingkat aksesibilitas wilayah terhadap 

perkembangan kecamatan di Kabupaten Pinrang sehingga dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam perencanaan 

pembangunan selanjutnya. 
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2. Ilmu Pengetahuan  

Secara umum penelitian ini diharapkan dapat menambah 

khasanah pengetahuan dalam bidang perencanaan 

pembangunan khususnya dalam menanggulangi kesenjangan 

aksesibilitas wilayah terhadap perkembangan kecamatan di 

Kabupaten Pinrang. 
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BAB.II 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

A. Konsep Wilayah 

Konsep wilayah tidak di identikkan dengan satu definisi saja 

melainkan saling berhubungan satu sama lain dengan berbagai macam 

aspek tergantung tipe wilayah yang ingin dikaji. Hal ini juga menimbulkan 

definisi wilayah yang berbeda-beda dari beberapa ahli dengan melihat tipe 

wilayah, fungsi dan korelasi yang kuat antara unsur fisik dan non fisik 

pembentuk suatu wilayah tersebut. Sehingga pengertian wilayah tidak 

hanya sebatas pada aspek fisik semata namun juga sangat berpengaruh 

pada aspek lain seperti ekonomi, sosial budaya, biologi dan lingkungan 

(Rahman,2009). 

Seperti salah satu definisi yang dikemukakan Rustiadi et al (2007) 

dalam jurnalnya yang melihat pada aspek fungsional dan geografis 

mengatakan bahwa wilayah didefinisikan sebagai komponen unit 

geografis dengan batas – batas spesifik  tertentu yang saling berinteraksi 

satu sama lain secara fungsional. Hal ini juga sejalan dengan Undang – 

Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan revisinya Undang – Undang nomor 25 

Tahun 2010 tentang penataan Ruang, bahwa wilayah adalah ruang yang 

merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait 

padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek 

administratif atau aspek fungsional.  
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Secara teoritis, hirarki wilayah tidak hanya ditentukan oleh tingkat 

kapasitas pelayanan dan kapasitas infrastruktur fisik saja tetapi juga 

kapasitas kelembagaan, sumberdaya alam dan sumberdaya manusia, 

serta kapasitas perekonomian lainnya.  Kemudian hirarki wilayah yang 

dilihat secara historis merupakan pertumbuhan suatu wilayah di pusat 

kota yang ditunjang oleh wilayah pendukung atau hinterland dan 

dipengaruhi oleh aktivitas sosial ekonomi masyarakat di wilayah tersebut.  

Sehingga hirarki pusat wilayah secara operasional, sangat ditentukan oleh 

kapasitas pelayanannya.  Kapasitas pelayanan (regional services 

capacity) yang dimaksud adalah kapasitas sumberdaya suatu wilayah 

(regional recources), yang mencakup kapasitas sumberdaya alam (natural 

recources), sumberdaya manusia (human resources), sumberdaya sosial 

(social capital) dan sumberdaya buatan (an-made recources / 

infrastructure) (Rahman,2009). 

Sehingga dalam perhitungan kapasitas pelayanan, sumberdaya 

yang paling mudah dinilai secara fisik dan operasional adalah sumberdaya 

buatan (sarana dan prasarana pada pusat – pusat wilayah). Secara 

sederhana kapasitas pelayanan infrastruktur atau prasarana wilayah 

dapat diukur dari :  

1. Kualitas sarana layanan 

2. Jumlah jenis sarana pelayanan yang ada. 

3. Jumlah sarana. 
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Sedangkan besaran aktivitas sosial ekonomi secara operasional 

dapat diukur dari : 

1. PDRB 

2. Jumlah penduduk 

3. Perputaran uang 

4. Aktivitas ekonomi 

5. Jumlah jenis organisasi formal maupun non formal 

Banyaknya jumlah sarana pelayanan dan jumlah serta jenis sarana 

pelayanan berkorelasi kuat dengan jumlah penduduk disuatu wilayah. 

Sehingga semakin banyak jumlah dan jenis sarana pelayanan dalam 

suatu daerah maka semakin tinggi pula kapasitas pusat wilayah tersebut. 

Begitupun dengan tingginya aktivitas sosial ekonomi suatu masyarakat 

yang berbanding lurus dengan hirarki pusat di suatu daerah. Sehingga 

pusat wilayah yang berhirarki tinggi sebaiknya menopang kapasitas 

pelayanan wilayah yang berhirarki (Rustiadi et al,2007). 

Berdasarkan konsep wilayah pusat dan daerah sekitarnya 

(hinterland) suatu wilayah ditentukan oleh kelengkapan fungsi pelayanan 

suatu daerah sehingga pusat wilayah yang memiliki jumlah penduduk, 

industry dan fasilitas umum dengan kuantitas dan kualitas yang relatif 

lebih lengkap memiliki fungsi sebagai berikut :  

1. Pusat pelayanan terhadap daerah hinterland. 

2.  Tempat terkonstraksinya pemukiman penduduk 

3. Pasar bagi komoditas pertanian maupun industri. 
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4.  Lokasi tempat pemusatan industri manufaktur yaitu suatu kegiatan 

yang mengkoordinasikan faktor produksi untuk menghasilkan 

output tertentu.  

Sebaliknya wilayah hinterland merupakan wilayah pendukung atau 

penopang pusat kota yang memiliki kapasitas pelayanan dan jumlah 

penduduk dengan kuantitas dan kualitas yang realtif rendah dari wilayah 

lain terutama pusat kota. Wilayah hinterland  berfungsi sebagai : 

1. Penjaga keseimbangan ekologis. 

2. Pemasok tenaga kerja 

3. Daerah pemasaran barang dan jasa 

4. Produsen bahan mentah dan bahan baku. 

Dari berbagai macam aspek yang telah dijabarkan diatas untuk 

mendefinisikan konsep wilayah maka hirarki wilayah berfungsi untuk 

menentukan fasilitas apa yang perlu dibangun diwilayah tersebut. Fasilitas 

kepentingan umum tidak hanya menyangkut jenisnya tetapi juga kapasitas 

dan kualitas pelayanan. Dalam suatu wilayah biasanya mempunyai semua 

jenis fasilitas, tetapi kapasitas dan kualitas pelayanannya berbeda. Makin 

maju suatu wilayah maka semakin beragam pula fasilitas yang disediakan. 

(Tarigan, 2006). 

Untuk mengidentifikasi pusat wilayah ada beberapa teknik dan 

metode sederhana yang dapat dilakukan seperti menggunakan metode 

skalogram  metode sosiogram dan metode biseksi. Dengan metode 

tersebut semua nama pusat wilayah, jumlah penduduk, jumlah jenis dan 
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sarana pelayanan dapat dilihat dengan cara mencacat semua fasilitas 

pelayanan dalam suatu wilayah kedalam matriks yang akan dikonversi 

dengan angka untuk melihat tingkatan perkembangan pembangunan pada 

wilayah tersebut. (Rustiadi dalam rahman,2009). 

B. Konsep Aksesibilitas Wilayah 

Aksesibilitas adalah ukuran kemudahan meliputi waktu, biaya dan 

usaha dalam melakukan perpindahan antara tempat atau kawasan dari 

suatu sistem (Ode et al. 2004) sedangkan menurut Black (1981) 

aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau kemudahan lokasi 

untuk berinteraksi satu sama lain yang dicapai melalui transportasi. 

(Parlindungan,2010) 

Aksesibilitas  wilayah  adalah kemampuan atau keadaan suatu 

wilayah untuk dapat diakses oleh pihak luar baik secara langsung atau 

tidak langsung. Aksesibilitas tersebut terdiri dari prasarana (sistem 

jaringan jalan) yang ada beserta ketersediaan sarana untuk melakukan 

kegiatan. Salah satu variabel yang dapat menyatakan tinggi rendahnya 

suatu aksesibilitas wilayah dalam suatu daerah adalah dengan melihat 

banyaknya sistem jaringan jalan yang tersedia pada daerah tersebut. 

(Sumadi, dkk 2015) 

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya aksesibilitas salah 

satunya adalah topografi, karena dapat menjadi penghambat bagi 

kelancaran interaksi di suatu daerah. Jadi tinggi rendahnya aksesibilitas 

wilayah sangat tergantung pada morfologi, topografi, dan laut juga sistem 
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jaringan serta tersedianya sarana dan prasarana pendukung untuk 

memperlancar berbagai hubungan antara daerah sekitarnya. Keadaan 

hidrologi seperti sungai, danau, rawa, dan laut juga sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan dan pembangunan pertanian, perikanan, 

perhubungan, perindustrian, kepariwisataan sehingga tentu saja dapat 

juga mempengaruhi akesibilitas wilayah pada daerah tersebut. 

(Sumaatmadja, dalam parlindungan 2010). 

Dengan adanya aksesibilitas ini diharapkan dapat mengatasi 

beberapa hambatan mobilitas, baik itu berhubungan dengan mobilitas 

fisik, seperti akses jalan raya, gedung perkantoran, pertokoan, sekolah, 

pusat kebudayaan, lokasi industri, rekreasi dan beberapa fasilitas lainya 

maupun aktivitas non fisik seperti kesempatan untuk bekerja, memperoleh 

pendidikan, mengakses informasi, mendapat perlindungan dan jaminan 

hukum. (Kartono, 2001). 

Menurut La ode dalam jurnalnya mengatakan bahwa aksesibilitas 

adalah konsep yang menggabungkan sistem pengaturan tata guna lahan 

secara gerografis dengan sistem jaringan transportasi yang 

menghubungkanya. Aksesibilitas adalah suatu ukuran kenyamanan atau 

kemudahan mengenai cara lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama 

lain dan “mudah” atau “susah”nya lokasi tersebut dicapai melalaui sistem 

jaringan transportasi (Ode et al. 2004)  

Pendapat Black mengenai “mudah” atau “susah” dalam konsep 

aksesibilitas wilayah merupakan hal yang sangat “subjektif” dan 
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“kualitatif”. Mudah bagi seseorang belum tentu mudah bagi orang lain, 

begitupun sebaliknya. sehingga diperlukan suatu hal yang terukur 

(kuantitatif) yang dapat menyatakan aksesibilitas atau kemudahan.  

Dalam bukunya miro menjelaskan bahwa tingkat aksesibilitas 

wilayah dapat diukur berdasarkan beberapa variabel yaitu ketersediaan 

jaringan jalan, jumlah alat transportasi, panjang, lebar jalan dan kualitas 

jalan. Selain itu pola pengaturan tata guna lahan dan pola pengaturan 

fasilitas umum  juga sangat berpengaruh terhadap tinggi rendahnya 

tingkat aksesibilitas wilayah. Perbedaan geofrafis, jenis dan intensitas 

kegiatan dalam suatu daerah juga akan mempengaruhi pola pengaturan 

fasilitas umum sehingga lebih beragam. Kondisi ini membuat penyebaran 

lahan dalam suatu wilayah menjadi tidak merata (heterogen) dan faktor 

jarak bukan satu-satunya elemen yang menentukan tinggi rendahnya 

tingkat aksesibilitas (Miro, 2004). 

Tabel 1. Klasifikasi Tingkat Aksesibilitas 
 

Jarak 

Jauh dari Kota 

Kabupaten 

Aksesibilitas 

Rendah 

Aksesibilitas 

Menengah 

Dekat dari kota 

kabupaten 

Aksesibilitas 

Menengah 

Aksesibilitas 

Tinggi 

Kondisi Prasarana Sangat Jelek Sangat Baik 

Sumber : Black (1981) 
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Tingkat aksesibilitas dapat dinyatakan dengan jarak. Sehingga jika 

suatu tempat berdekatan dengan tempat lainnya maka tingkat 

aksesibilitas wilayahnya juga tinggi. Sebaliknya, jika kedua tempat itu 

sangat berjauhan, aksesibilitas antara keduanya rendah. Jadi, tata guna 

lahan yang berbeda pasti mempunyai aksesibilitas yang berbeda pula 

karena aktivitas tata guna lahan tersebut tersebar dalam ruang secara 

tidak merata (heterogen). 

Akan tetapi, pendapat mengenai tata guna lahan dalam mengukur 

tingkat aksesibilitas dalam suatu wilayah tidak semuanya bisa digunakan, 

seperti bandara yang lokasinya memiliki pakem tertentu dan biasanya 

berada jauh dari kota (karena ada pertimbangan dari segi keamanan, 

pengembangan wilayah, dan lain-lain). Sehingga pendapat diatas dapat 

mengatakan bahwa aksesibilitas ke bandara tersebut pasti akan selalu 

rendah karena letaknya yang jauh di luar kota. Namun, meskipun letaknya 

jauh, aksesibilitas ke bandara dapat dipastikan bisa ditingkatkan dengan 

menyediakan sistem jaringan transportasi yang dapat dilalui dengan 

kecepatan tinggi sehingga waktu tempuhnya menjadi pendek. 

Oleh sebab itu, penggunaan “jarak” sebagai ukuran aksesibilitas 

mulai diragukan orang dan mulai dirasakan bahwa penggunaan “waktu 

tempuh” merupakan kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan “jarak” 

dalam menyatakan aksesibilitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 

suatu tempat yang berjarak jauh belum tentu memiliki tingkat aksesibilitas 

rendah dan tempat yang berjarak dekat mempunyai aksesibilitas tinggi 
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karena terdapat faktor lain dalam menentukan aksesibilitas yaitu waktu 

tempuh, kondisi geografis, topografi dan morfologinya. 

Wilayah yang terletak pada fokus lalu lintas yang ramai akan 

mengalami perkembangan yang cepat. Aksesibilitas di wilayah tersebut 

menjadi semakin besar sehingga membuka kemungkinan terjadinya 

urbanisasi dan perkembangan wilayah. Jalur jalan dalam wilayah dan 

jalur-jalur jalan penghubung wilayah dengan daerah disekitarnya sangat 

berpengaruh dan ikut meningkatkan interaksi arus manusia dan arus 

barang antar wilayah. (Bintarto, 1989). 

Perjalanan lalu lintas barang atau penumpang antara suatu lokasi 

dengan lokasi lainnya dipengaruhi oleh sistem pola kegiatan tata guna 

lahan seperti sistem kegiatan ekonomi, sosial, kebudayaan dan lainnya. 

Pembangunan transportasi dapat digunakan sebagai sarana dan 

prasarana untuk mengembangkan dan memajukan daerah terpencil agar 

dapat menjadi maju. Melalui pengembangan sarana ini diharapkan daerah 

dengan penduduknya akan dapat berkembang. Untuk menembus daerah 

isolasi atau daerah terpencil di Kabupaten Pinrang yang dapat dilakukan 

dengan pengembangan prasarana dan sarana transportasi, baik 

pembangunan jalan baru, maupun perbaikan kondisi jalan yang sudah 

ada. 

Selain indeks aksesibilitas, adanya lahan kosong dan tersedianya 

fasilitas lain merupakan unsur daya tarik lain yang harus diperhatikan. 

Lahan kosong ini oleh Hansen dinamakan holding capacity. Gabungan 
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antara accessibility index dengan holding capacity adalah potensi 

pengembangan suatu daerah. Sehingga perlu diingat bahwa ada 

ketentuan mengenai lahan yang berlaku di Indonesia, misalnya lahan 

yang kemiringannya di atas 300, daerah rawa-rawa, daerah yang sering 

terkena banjir, sawah beririgasi teknis, badan jalan, sungai, drainase, dan 

lahan yang sudah diperuntukan untuk tujuan lain, misalnya perkantoran, 

kompleks militer, kawasan industri, lapangan olahraga, dan pariwisata 

harus dikeluarkan dari perhitungan karena tidak sesuai untuk permukiman 

penduduk. 

Beberapa jenis tata guna lahan tersebar secara meluas (perumahan) 

dan jenis lainnya berkelompok (pusat pertokoan). Ada pula di satu atau 

dua lokasi saja dalam suatu kota seperti rumah sakit dan bandara. Apabila 

tata guna lahan saling berdekatan dan hubungan transportasi antar tata 

guna lahan tersebut mempunyai kondisi baik, maka aksesibilitas tinggi. 

Sebaliknya jika aktivitas tersebut saling terpisah jauh dan hubungan 

transportasinya jelek, maka aksesibilitas rendah. Beberapa kombinasi 

diantaranya mempunyai aksesibilitas menengah. 

 Dari sisi jaringan transportasi, kualitas pelayanan transportasi pasti 

juga berbeda-beda. Begitupun dengan sistem jaringan transportasi di 

suatu daerah mungkin lebih baik dibandingkan dengan daerah lainnya 

baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Contohnya pelayanan angkutan 

umum biasanya lebih baik di pusat pertokoan dan pada beberapa jalan 

utama transportasi dibandingkan dengan di daerah pinggiran kota. 
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C. Konsep Perkembangan Wilayah 

Menurut Riyadi dan Bratakusumah (2005), pengembangan wilayah 

merupakan upaya untuk meningkatkan perkembangan sosial ekonomi, 

penurunan kesenjangan antar wilayah dan pemeliharaan kelestarian 

lingkungan hidup di suatu wilayah. Pengembangan wilayah bertujuan 

untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Hal ini 

diperlukan karena setiap wilayah memiliki kondisi sosial ekonomi, budaya 

dan keadaan geografis yang berbeda-beda. (Sumadi,dkk 2015) 

Suatu wilayah selalu mengalami perkembangan. Salah satu indikator 

perkembangan wilayah adalah kemudahan. Kemudahan dalam hal ini 

berkaitan dengan cara masyarakat memperoleh kebutuhan. (Adisasmita 

2010 : 276). 

Pembangunan suatu wilayah akan lebih berkembang bila 

memperhatikan fasilitas-fasilitas yang mendukung kegiatan penduduknya. 

Seperti jaringan jalan, jaringan informasi dan lainnya. (Yunus,2000). 

Pembangunan tidak akan berjalan lancar jika infrastruktur sarana 

dan prasarana tidak baik. Prasarana (infrastruktur) merupakan hal yang 

penting dalam meningkatkan perkembangan sosial dan kegiatan ekonomi. 

Aspek prasarana pembangunan yang berkelanjutan dari berbagai bidang 

antara lain, Pendidikan, Kesehatan, Banyaknya Industri, Jenis 

Perdagangan dan Peribadatan (Sumadi,dkk 2015). 

Untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk suatu daerah maka 

perlu mengembangkan sarana dan prasarana yang paling cocok untuk 
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dikembangkan di daerah tersebut seperti sarana dan prasarana 

transportasi dan komunikasi (Sumaatmadja,1988) 

Pembangunan di suatu wilayah akan cepat berkembang bila 

didukung infrastruktur dan sistem jaringan yang memadai di wilayah 

tersebut. Adapun salah satu aspek yang mempengaruhi perkembangan 

pembangunan suatu wilayah adalah di bidang pendidikan, kesehatan, 

komunikasi, transportasi, industri, perdagangan, aktivitas penduduk ( mata 

pencaharian), lembaga keuangan dan peribadatan. 

Untuk mengukur tingkat Perkembangan wilayah dapat diketahui 

dengan  menggunakan teknik analisis Location Quotient (LQ) merupakan 

alat atau metode untuk mengetahui keseimbangan suatu daerah dalam 

sektor prasarana yang terdapat di suatu wilayah. 

D. Indikator Perkembangan Wilayah 

Menurut Rustiadi prinsip utama dalam perkembangan wilayah adalah 

pengembangan sektor yang paling potensial sebagai sektor penggerak 

dan diterapkan pada daerah yang tepat sehingga terjadi penjalaran 

pertumbuhan. Komponen perkembangan wilayah adalah suatu pokok 

bahasan yang mempunyai peranan dalam pencapaian suatu sasaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan dalam menganalisis perkembangan wilayah. 

Oleh karena itu, komponen tersebut harus merupakan sesuatu yang akan 

dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau 

melihat perkembangan di suatu wilayah. (Rustiadi, 2011). 
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Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat dengan menggunakan 

tiga komponen, sebagai berikut:  

1. Kependudukan: jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan 

aktivitas penduduk 

2. Jumlah Fasilitas Umum  : sarana pendidikan, sarana 

kesehatan, sarana peribadatan, dan sarana ekonomi. 

3. Aksesibilitas Wilayah: luas wilayah, jarak ke ibukota kabupaten, 

ketersediaan jaringan jalan, jumlah alat transportasi, panjang, 

lebar jalan dan kualitas jalan. 

1. Indikator Sosial Ekonomi 

- Sarana Sosial 

Sarana sosial merupakan segala pelayanan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah atau non pemerintah yang 

mempunyai pengaruh langsung atau nyata yang meliputi: 

1. Sarana pendidikan: TK, SD, SMP, SMA, SMK, Perguruan 

Tinggi.  

2. Sarana kesehatan: rumah sakit, puskesmas, puskesmas 

pembantu, puskesmas keliling, balai pengobatan, apotik. 

3. Sarana peribadatan: masjid, mushola, gereja, pura, wihara, dan 

Klenteng 

- Sarana Ekonomi 

Sarana ekonomi merupakan segala pelayanan yang 

diselenggarakan oleh pemerintah atau non pemerintah yang 
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mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh nyata yang sangat 

penting dalam memudahkan kegiatan perekonomian guna 

menunjang percepatan perkembangan dan pertumbuhan wilayah, 

meliputi pasar, toko kelontong, warung makan, koperasi, industri. 

2. Indikator Kependudukan 

Indikator kependudukan menjadi salah satu faktor yang penting 

untuk mengukur tingkat perkembangan suatu wilayah karena dalam 

tujuan pembangunan suatu wilayah terdapat juga tujuan untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya 

manusia pada suatu wilayah akan mencerminkan kondisi suatu 

wilayah, jika perkembangan suatu wilayah tersebut baik maka kualitas 

sumberdaya manusia yang ada di wilayah tersebut juga akan baik, 

sebaliknya jika perkembangan di wilayah tersebut buruk maka kualitas 

sumber daya manusia di wilayah tersebut juga akan buruk. Adapun 

indikator kependudukan dapat diukur melalui : 

1. Jumlah Penduduk  

Jumlah penduduk merupakan sekumpulan orang banyak yang 

mendiami suatu tempat atau wilayah dalam kurun waktu tertentu.   

2. Kepadatan Penduduk  

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah 

penduduk dengan luas wilayah. Antara daerah yang satu dengan 

daerah yang lain tentunya tidak mempunyai tingkat kepadatan 

yang sama. 
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3. Aktivitas Penduduk 

Aktivitas penduduk dalam hal ini mata pencaharian juga 

mempengaruhi dalam pembentukan pola pikir dan interaksi 

masyarakat dalam suatu wilayah. 

3. Indikator Aksesibilitas Wilayah 

Tingkat aksesibilitas wilayah juga dapat diukur berdasarkan pada 

beberapa variabel yaitu ketersediaan jaringan jalan, jumlah alat 

transportasi, panjang, lebar jalan dan kualitas jalan (Miro,2004). 

Sedangkan menurut dewi dalam jurnalnya mengatakan bahwa 

variabel aksesibilitas wilayah juga dapat diukur dari luas wilayah, jarak 

antara Ibukota Kabupaten dan panjangnya jalan diwilayah tersebut 

(Dewi, 2013).  

1. Luas Wilayah dan Ketersediaan Jaringan Jalan 

Luas wilayah sangat berkaitan erat dengan perkembangan 

wilayah dan ketersediaan jaringan jalan, sebagaimana diketahui 

bahwa luas wilayah bersifat tetap (statis), sedangkan manusia dan 

segala macam kegiatannya senantiasa berkembang dan 

melakukan mobilitas (dinamis).  

2. Kualitas jalan meliputi panjang, lebar dan luas jalan dalam 

menunjang kelancaran transportasi dan kemudahan aksesibilitas 

diperlukan adanya prasarana jalan yang memadai. Semakin 

banyak jalan yang menghubungkan antar daerah maka akan 

semakin berkembang daerah tersebut. 



39 

3. Jarak Ke Ibukota Kabupaten (dalam Km) Jarak masing-masing 

tiap kecamatan dengan Ibukota Kabupaten akan mempengaruhi 

tingkat perkembangan di setiap wilayah, dimana jarak yang paling 

dekat dengan Ibukota Kabupaten biasanya akan lebih mudah 

mendapat pengaruh kekotaan dan mempengaruhi tingkat 

ketersediaan jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi di wilayah 

tersebut. 

4. Jumlah Alat Transportasi 

Semakin banyak alat transportasi yang tersedia maka aksesibilitas 

di wilayah tersebut semakin meningkat. 

E. Penelitian terdahulu yang relevan 

Beberapa penelitian terdahulu yang menjadi sumber  referensi dan 

arahan dalam melakukan penelitian yang sama di kota yang berbeda. 

Tabel 2. Hasil Penelitian Terdahulu 

No Nama Judul Jenis 
Data 

Variabel Teknik 
Analisis 
Data 

1 Stevanus 

Sumadi, 

Papia 

Franklin 

dan 

Indrajaja 

(2016) 

Hubungan 

Aksesibilitas 

Terhadap Tingkat 

Perkembangan 

Wilayah Kecamatan 

di Kota Tomohon 

 

 

 

Data 

Sekunder 

Aksesibilitas 

Wilayah dan 

Perkembang

an Wilayah 

Indeks Alpha, 

Location 

Quotient 

(LQ), Metode 

Korelasi 

SPSS 
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2 Alif Fikri 

Nurhidaya

ni, Prima 

Jiwa Osly, 

Irfan 

Ihsani 

(2011) 

Hubungan 

Aksesibilitas 

Terhadap Tingkat 

Perkembangan 

Wilayah Desa di 

Kecamatan Tambun 

Selatan Bekasi 

 

Data 

Sekunder 

Aksesibilitas 

Wilayah dan 

Perkembang

an Wilayah 

Indeks Alpha, 

Analisis 

Skalogram, 

Analisis 

Korelasi 

3 Randy 

Setiawan 

(2013) 

Pengaruh 

Aksesibilitas dan 

Karakteristik Sosial 

Ekonomi terhadap 

Mobilitas 

Masyarakat Studi 

kasus Kecamatan 

Tanjung Karang 

Pusat Kota 

Lampung 

Data 

Primer 

dan Data 

Sekunder 

Hasil 

wawancara 

dan kusioner 

Analisis 

dengan 

SPSS 

4 Boris 

Parlindung

an (2010) 

Analisis Pengaruh 

Tingkat Aksesibilitas 

Wilayah Terhadap 

Perkembangan 

Kecamatan di Kota 

Medan 

 

Data 

Sekunder 

Aksesibilitas 

wilayah dan 

perkembang

an wilayah 

Indeks Alpha, 

Location 

Quotient 

(LQ), Analisis 

Shift Share  

5 La Ode 

Muhamma

d Magribi 

dan 

Suhardjo 

(2004) 

Aksesibilitas dan 

Pengaruhnya 

Terhadap 

Pembangunan: 

Konsep Suistainable 

Accessibility Pada 

Kawasan Perdesaan 

di Prov. Sultra 

Data 

Primer 

dan Data 

Sekunder 

PDRB, 

Kepadatan 

Penduduk,  

Analisis 

Korelasi, 

Analisis 

Cross 

Tabulation, 

Analisis 

Regresi 

Sederhana  
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F. Kerangka Konseptual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kabupaten Pinrang

Aksesibilitas 
Wilayah

Jaringan 
Jalan

Luas 
Wilayah

Perkembangan 
Wilayah

Ekonomi Sosial
Pemerinta

han

 

Analisis 

Skalogram 

Indeks Alpha 

Hubungan Antara Aksesibilitas Wilayah 

Dan Perkembangan Wilayah 

Analisis Korelasi 

Pengaruh Tingkat Aksesibilitas Wilayah 

Terhadap Perkembangan Kecamatan di 

Kabupaten Pinrang 


